
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR

13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, diperlukan penataan dan penyesuaian dengan

perkembangan perekonomian dewasa ini yang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang

berkaitan dengan Lapangan Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan untuk

lebih meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Sumber

Daya secara lebih profesional, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Perusahaan Daerah Sumber Daya perlu diubah, yang

perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2397);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun

2001 tentang Tata Cara dan Prosedur Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 8/C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor

9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA.

Pasal I

Ketentuan BAB V, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah

Sumber Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun

2007 Nomor 4/D), diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru

yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga BAB V, Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut:

BAB V

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan

otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan

daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada

masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:

a. usaha skala besar; dan

b. usaha skala kecil.

(2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. persewaan gedung dan tanah;

b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;

c. perhotelan;

d. distributor obat;

e. usaha supermarket; dan

f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa

kepada masyarakat

(3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. usaha percetakan;

b. penjualan bahan pokok;

c. usaha foto copy;

d. penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
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e. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa

kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

pada tanggal 11 September 2013

BUPATI BANGKALAN,

Ttd.

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

Ttd.

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013

NOMOR 2/D
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR

13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Sumber Daya dalam rangka lebih

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penataan dan

penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan

dengan Lapangan Usaha.

Berdasarkan komitmen tersebut, maka upaya penataan dan

perkembangan Perusahaan Daerah Sumber Daya agar lebih berdayaguna

dan berhasil guna perlu didukung dengan merubah ketentuan dalam

Peraturan Daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007

tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya perlu diubah yang diatur

dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013

NOMOR 15.


